
 
 

 
 

WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH 

BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh 

 Gelar Serjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga 

 (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

Oleh: 

MUH. ARWAN 

(105261104020) 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) 

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

MAKASSAR 1445 H/2024 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

ABSTRAK 

MUH ARWAN. 105261104020. 2024. Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin. 

Persoalan antara hukum perkawinan dan hukum waris saling berhubungan antara satu 

sama lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mengkirarkan suatu ikatan 

pernikahan, maka terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan suami dan 

isteri. Dari ikatan tersebut lahirlah seorang anak. Yang dengan demikian, terbentuklah 

suatu keluarga dan pada suatu saat itu juga ketika ada diantara anggota keluarga 

tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau sistem hukum waris untuk membagi-

bagi harta benda/pusaka yang meninggal pada keluarga yang masih hidup. Sehingga,  

perlu di kaji bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi 

Hukum Islam?  Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah 

menurut Kompilasi Hukum Islam?  

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan 

data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.  

Ditemukan bahwa kedudukan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasabdengan ibunya dan keluarga 

ibunya dan ditegaskan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: Anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan 

keluarganya dari pihak ibunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwarisan bagi 

anak yang lahir diluar nikah adalah bahwa anak tersebut tidak mendapatkan harta 

warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya. 

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam (KHI), warisan, anak yang lahir di luar 

nikah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

 Status perkawinan yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum haruslah 

jelas karena memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Menurut Kompilasi  

Hukum Islam pasal 2 “Perkawianan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat 

kuat untuk mentatati perintah Allah dan merupakan ibadah.”
1
 

 Adapun menurut UU RI. No. Tahun 1974, perkawinan memiliki arti ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
2
 Perkawinan merupakan ibadah yang paling panjang. Manfaat dari adanya 

perkawianan yaitu dapat mengurangi kemaksiatan, yaitu perzinaan. Allah SWT. 

berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 32 : 

شَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِّيْلً       وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّنٰىٓ اِّنَّه كَانَ فاَحِّ
Terjemahanya : 

Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu 

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
3

                                                           
1
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam,(Cet. VI; Bandung; CV. Nuansa Aulia, 

September  2015), h. 2. 
2
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 73. 

3
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung; Cordoba, 

2020),  h. 285 
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Allah SWT. berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan 

mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan 

kepada perbuatan zina “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji.” Yakni, suatu perbuatan dosa besar. “dan suatu 

jalan yang buruk.” Yakni, merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.
4
 

Masalah nikah dengan perempuan hamil di luar nikah akibat zina memerlukan 

ketelitian dan perhatian yang bijaksana bagi Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini 

disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, 

terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.
5
 Mengenai 

masalah hamil di luar nikah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasa 53: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang 

menghamilinya.  

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
6
 

                                                           
4
 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet. 

1; Kairo; Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1414H/1994 M), j. 5 h. 161. 
5
 Hariyono dan Anwarudin, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan 

Wanita Hamil di Luar Nikah, (Vol.1 No. 2, Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,  Februaru 

2019) ejournal.unu.ac.id/index.php/academia, h. 38. 
6
 Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 1; Malang; PT. Literasi Nusantara 

Abadi Grup, 2021), h. 17. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada 

kategori hokum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar 

hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, 

sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. 

Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fiqih 

masalah ini menjadi ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan 

psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar 

asas istislah. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat 

membolehkan kawin hamil daripada melarangnya, tentunya dengan berberapa 

persyaratan tertentu.
7
 

Sedangkan tujuan dari adanya perkawinan, adalah diantaranya  untuk  

memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak 

antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
8
. 

 Berkaitan dengan warisan dalam Islam, telah ditetapkan orang yang berhak 

menjadi ahli waris. Diantara yang berhak mendapatkan warisan adalah anak. 

Berbicara mengenai anak, dapat digolongkan sebagai berikut. 

1. Anak sah, yaitu  anak  yang  dianggap  lahir selama perkawinan orang tuanya 

Anak sah, (Pasal 250 KHUPerdata).
9
 

                                                           
7
 M. Yahya Harahap, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 

Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 85. 
8
 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Cet. 1; Lhokseumawe; 

Unimal Press, 2016), h. 20. 
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2. Anak luar  perkawanin, yaitu anak yang  telah dilahirkan  sebelum  kedua 

suami isteri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang suami atau 

isteri dengan orang lain sebelum mereka menikah.
10

 

Persoalan antara hukum perkawinan dan hukum waris saling berhubungan 

antara satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mengkirarkan 

suatu ikatan pernikahan, maka terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan 

suami dan isteri. Dari ikatan tersebutlah lahirlah seorang anak. Yang dengan 

demikian, terbentuklah suatu keluarga dan pada suatu saat itu juga ketika ada diantar 

anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau sistem hukum waris 

untuk membagi-bagi harta benda/pusaka yang  meninggal pada keluarga yang masih 

hidup.
11

 

 Pembagian harta warisan  sebenarnya telah Allah SWT.  jelaskan dalam 

firman-Nya QS. An-Nisa 11:  

ثْلُ حَظِّّ الْْنُْ ثَ يَ يِّْْ فإَِّنْ كُنَّ نِّسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ يِّْْ فَ لَ  يكُمُ اللََُّّ فِِّ أوَْلََدِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ هُنَّ ثُ لثُاَ مَا يوُصِّ
َّا تَ رَكَ إِّنْ كَانَ  دُسُ مِِّ هُمَا السُّ ن ْ دٍ مِّ بََ وَيْهِّ لِّكُلِّّ وَاحِّ دَةً فَ لَهَا النِّّصْفُ وَلِّْ لهَُ  تَ رَكَ وَإِّنْ كَانَتْ وَاحِّ

هِّ الث ُّلُثُ فإَِّنْ كَانَ لَهُ إِّخْوَةٌ  مُِّّ نْ بَ عْدِّ  وَلَدٌ فإَِّنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أبََ وَاهُ فَلِِّ دُسُ مِّ هِّ السُّ مُِّّ فَلِِّ
نَ  رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَرِّيضَةً مِّ اَ أوَْ دَيْنٍ آبََؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَ ْ ي بِِّ يَّةٍ يوُصِّ اللََِّّّ إِّنَّ وَصِّ

 اللَََّّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا  
                                                                                                                                                                      

9
Zaeini Asyhadie, dkk.,  Hukum  Keluarga (Menurut  Hukum Positif di Indonesia), (Cet. I; 

Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h. 267. 
10

Zaeini Asyhadie, dkk, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia, h. 166. 
11

Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 248. 
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Tejemahanya: 

 Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. 

(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan 

dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini 

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 

Mahabijaksana.
12

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada ummat 

Islam agar adil dalam pembagian harta warisan pada setiap anak. Dimana anak 

perempuan memiliki bagiannya sendiri begitu juga dengan anak laki-laki. Kemudian 

untuk bagian warisan ayah dan ibu, maka mereka akan mendapatkan warisan sesuai 

dengan keadaaannya masing-masing.
13

 

Ayat ini membuktikan bahwasanya Allah  telah  menjelaskan bagian-bagian 

yang akan didapat oleh ahli waris ketika ada pewaris yang  meninggal dunia. Di 

dalam hadits pun Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana pentingnya membagi 

harta yang telah ditinggalkan oleh mayyit. Rasulullah SAW bersabda : 

                                                           
12

 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 78. 
13

 Ismail Ibnu Katsir, TafsirAl- Qur’an Al-Karim, (Lebanon;  Al- Maktabah Al-“Ishriyyah, 

1432 H/2011M), h. 406. 
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ِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَلحِّقُوا الفَراَئِّضَ بَِّ  هُمَا، عَنِّ النَّبِّ يَ اللََُّّ عَن ْ هْْلِلِّهَا، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ
َوْلََ  يَ فَ هُوَ لِّْ  )رواه البخاري(  رَجُلٍ ذكََرٍ فَمَا بقَِّ

Artinya: 

Berikanlah  bagian-bagian  yang  ditentukan   itu  kepada yang berhak dan 

selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
14

 

Setelah kita melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pembagian harta 

yang ditinggalkan oleh  mayyit atau biasa kita sebut  dengan  harta warisan yang 

berdasarkan pada hukum Islam yang diambil dari al-Qur’an maupun hadits yang 

kemudian di Indonesia diadopsi ke dalam Hukum Kompilasi Islam. Begitupun 

dengan pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah. Semuanya telah 

dicantumkan dalam Hukum Kompilasi Islam. 

Fenomena terkait perkawinan dan keluarga mencakup pertanyaan-pertanyaan 

hukum tentang pernikahan beda agama, status hukum anak-anak yang lahir, dan isu-

isu lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.
15

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan ini penulis mengangkat sebuah 

judul  yaitu Warisan Bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan  

Kompilasi  Hukum  Islam , dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. 

                                                           
14

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Cet. I; Dar  Tuq An-

Najah, 1442 H),  juz. 8 h. 150. 
15

 Zainal Abidin, dkk., Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah, (Cet. 1; Jambi; PT. Sonpedia 

Publishing Indonesia, 2023), h. 52. 
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B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi 

Hukum Islam? 

2. Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut 

Kompilasi Hukum Islam? 

 C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada pokok permasalahan di 

atas, yaitu; 

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum warisan bagi anak yang lahir di luar 

nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui tentang pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar 

nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian pustaka, penggunaan teori-teori dapat memberikan 

manfaat teoritis yang signifikan. Beberapa manfaat teoritis dalam penelitian 

pustaka antara lain: 
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a. Pemahaman Konseptual yang Lebih Mendalam, memberikan kerangka 

kerja konseptual yang membantu peneliti memahami fenomena atau 

topik penelitian dengan lebih mendalam. Teori membantu 

mengorganisasi pemahaman terhadap variabel-variabel yang terlibat 

dan hubungan di antara mereka. 

b. Mengarahkan Perumusan Pertanyaan Penelitian, dapat membimbing 

peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terarah 

dan spesifik. Teori membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang 

relevan dan membantu menetapkan hubungan yang diharapkan. 

c. Mengidentifikasi Variabel dan Pengukuran, membantu dalam 

identifikasi variabel-variabel kunci yang relevan dengan topik 

penelitian. Selain itu, teori juga membantu dalam memilih atau 

mengembangkan instrumen pengukuran yang sesuai. 

d. Menjelaskan Hubungan Kausal dan Asosiatif, dapat membantu 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel atau hubungan 

asosiatif di antara fenomena yang diamati. Ini membantu peneliti 

memahami "mengapa" atau "bagaimana" suatu fenomena terjadi. 

e. Pengembangan Hipotesis, dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan hipotesis penelitian. Hipotesis-hipotesis ini dapat 

diuji secara empiris untuk menguji validitas teori atau 

mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam teori tersebut. 
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f. Memberikan Kerangka Kerja Analisis, memberikan kerangka kerja 

analisis yang dapat membantu peneliti mengorganisasi data dan 

menerapkan metode analisis yang sesuai. Ini membantu dalam 

menginterpretasi hasil penelitian. 

g. Menghubungkan Penelitian dengan Pengetahuan Terdahulu. Dapat 

membantu menghubungkan penelitian baru dengan pengetahuan yang 

sudah ada dalam literatur ilmiah. Ini memperkuat landasan konseptual 

penelitian dan memberikan kontinuitas dalam pengembangan 

pengetahuan. 

h. Menyediakan Rangkaian Pemikiran yang Kritis, Penggunaan teori 

dalam penelitian pustaka dapat membantu peneliti mengembangkan 

pemikiran kritis. Ini melibatkan analisis kritis terhadap teori-teori yang 

ada dan pemilihan teori yang paling sesuai dengan konteks penelitian. 

Dengan memanfaatkan teori-teori ini, penelitian pustaka dapat menjadi 

lebih terarah, terorganisir, dan konseptual. Teori-teori dapat menjadi dasar 

untuk merancang metodologi penelitian dan memberikan arti serta konteks 

pada hasil penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Praktisi atau profesional dalam berbagai bidang memiliki sejumlah 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pustaka. Beberapa manfaat 
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tersebut melibatkan pengembangan keahlian, pemahaman mendalam tentang 

isu-isu terkini, serta peningkatan kualitas layanan atau pekerjaan. Berikut 

adalah beberapa manfaat khusus yang dapat diperoleh praktisi dari penelitian 

pustaka: 

a. Pemahaman Mendalam tentang Topik Khusus, Penelitian pustaka 

memberikan praktisi pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Ini 

memungkinkan mereka untuk menguasai aspek-aspek kunci dan 

mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka. 

b. Up-to-Date dengan Pengetahuan Terkini, Praktisi dapat menggunakan 

penelitian pustaka untuk tetap up-to-date dengan pengetahuan terkini dan 

temuan-temuan terbaru dalam bidang mereka. Ini penting untuk menjaga 

kualitas dan relevansi pekerjaan mereka. 

c. Perkembangan Keahlian Profesional, Penelitian pustaka dapat membantu 

praktisi mengembangkan keahlian profesional mereka. Dengan 

mengeksplorasi literatur ilmiah, mereka dapat menemukan metode terbaik, 

pendekatan inovatif, dan praktik-praktik terkini yang dapat meningkatkan 

keterampilan mereka. 

d. Pemecahan Masalah, Penelitian pustaka dapat memberikan wawasan baru 

dan sudut pandang yang dapat membantu praktisi dalam pemecahan 

masalah. Informasi dari literatur ilmiah dapat merangsang ide-ide kreatif 

atau memberikan alternatif solusi untuk situasi tertentu. 



11 
 

 
 

e. Pemahaman yang Lebih Baik tentang Klien atau Pasien, Bagi praktisi di 

bidang kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial, penelitian pustaka 

dapat membantu mereka memahami lebih baik kondisi, kebutuhan, dan 

tantangan yang dihadapi oleh klien atau pasien mereka. Ini dapat 

meningkatkan pelayanan dan perawatan yang diberikan. 

f. Peningkatan Keputusan Berbasis Bukti, Penelitian pustaka membantu 

praktisi membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. 

Mereka dapat menggunakan temuan-temuan penelitian untuk mendukung 

pendekatan atau kebijakan tertentu dalam pekerjaan mereka. 

g. Pengembangan Rencana Tindakan, Berdasarkan penelitian pustaka, 

praktisi dapat mengembangkan rencana tindakan yang terinformasi. 

Mereka dapat merencanakan intervensi atau strategi berdasarkan 

pemahaman mendalam tentang literatur ilmiah yang relevan. 

h. Peningkatan Profesionalisme, Menggunakan penelitian pustaka sebagai 

sumber referensi dalam pekerjaan sehari-hari dapat meningkatkan tingkat 

profesionalisme praktisi. Ini dapat meningkatkan citra dan kredibilitas 

mereka di bidang masing-masing. 

i. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Bagi praktisi di bidang pendidikan, 

penelitian pustaka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pengajaran. Mereka dapat memanfaatkan temuan-temuan penelitian untuk 

meningkatkan desain kurikulum dan metode pengajaran. 
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j. Kemampuan Beradaptasi, Penelitian pustaka membantu praktisi untuk 

menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dalam 

bidang mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan 

menyesuaikan praktek mereka sesuai dengan perkembangan baru. 

Dengan memanfaatkan penelitian pustaka, praktisi dapat terus meningkatkan 

kompetensi mereka dan memberikan layanan atau kinerja yang lebih baik dalam 

lingkungan profesional mereka. 

E. Pengertian Judul 

1. Warisan, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti nama baik, harta, harta 

pusaka.
16

 Menurut istilah warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan 

dan sekali beralih kepada ahli waris itu.
17

 

2. Anak yang lahir di luar nikah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 

permpuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan 

yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sementara itu pengertian di luar 

kawin hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan 

keturunan dimana hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah 

menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.
18

 

                                                           
16

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1809. 
17

 Zaeni Asyhadie, dkk, Prinsip-prinsip Dasar Hukum di Indonesia h. 4. 
18

 Zaeni Asyhadie, dkk, Prinsip-prinsip Dasar Hukum di Indonesia, h. 167. 
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3. Kompilasi Hukum Islam, secara etimologis kompilasi berarti kumpulan atau 

humpunan yang disusun secara teratur.
19

 Kemudian menurut Depertemen 

Agama RI memberikan pengertian sebagai buku yang berisi kumpulan atau 

himpunan atau perangkat atau norma-norma atau kaidah-kaidah atau garis-

garis hukum Islam sejenis, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, 

hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.
20

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu 

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan 

dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 

a. Data Primer; data yang diambil secara langsung tanpa adanya perantara 

pihak lain (langsung dari objeknya), sumber data primer penelitian ini 

adalah buku-buku fikih dan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

                                                           
19

Badruddin, Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam, (Tangerang; PSP Nusantara Press, 

2018), h. 1. 
20

Barzah Latupono, dkk, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi Islam, (Cet. II, Yogyakarta: 

CV. Budi Utama, Oktober 2020), h. 122. 
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b. Data Sekunder; data sekunder ini bertindak sebagai pelengkap atau juga 

bisa disebut sebagai pendukung yang diambil dari sumber lain yang 

berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Seperti  dari 

buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi pustaka. Studi pustaka yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data 

dimana peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber-sumber 

penelitian yang terkait dengan judul penelitian. Seperti shahih fikih sunnah, 

hukum warisan, fikih empat mazhab dan buku fikih lainnya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan 

memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang 

digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman 

(Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi 

berikut.  



15 
 

 
 

a) Reduksi data Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan 

melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi 

informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan  kesimpulan.  

b) Penyajian data  Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif 

adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan 

informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam 

analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan 

masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan 

antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Warisan Dalam Islam 

1. Pengertian Warisan  

 Secara etimologi   warisan berasal dari kata bahasa  َوَهُْلِوَ  ,وِّراَثةًَ  ,يرَِّثُ  – وَرِّث

.Yang memiliki arti menerima warisan, warisan, pewaris  وَارِّثٌ 
21 Sedangkan 

Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang 

dimaknakan dengan mauruts) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang 

diwariskan kepada para warisnya.  Orang yang meninggalkan disebut muwarits. 

Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits. Waris berasal dari bahasa 

Arab warisa-yarisu-warsan atau irsan/turas, yang berarti mempusakai ketentuan-

ketentuan harta pustaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak 

menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.
22

 

 Sedangkan menurut KBBI warisan adalah sesuatu yg diwariskan, seperti 

nama baik, harta, harta pusaka.
23

 Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum 

                                                           
21

Nashir bin ‘Abdul As-Sayyid Abi Al-Makarim bin ‘Ali, dkk, Al-Maghrib, (Dar Al-Kitab Al-

Arabi), juz. 1, h. 482. 
22

 Supriyadi, Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluraristik (Studi Komparasi 

Hukum Islam dan Hukum Perdata, Al-‘Adalah Vol XII, No 3 (Juni 2015): 553, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235. 
23

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta; Pusat Bahasa, 

2008), h.1809. 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235
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yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagianbagian yang diterima dari 

harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.
24

  menurut fuqaha’  ialah : 

  مْ هُ ن َ ي ْ ب َ  هِّ تِّ مَ سْ قِّ  ةِّ يَّ فِّ يْ كَ وَ  هِّ عَ ان َ وَ مَ وَ  اثِّ رَ ي ْ مِّ الْ  نَ مِّ  ونَ قُّ حِّ تَ سْ ا يَ مَ  ةُ ثَ رَ وَ الْ  هِّ بِّ  فُ رِّ عْ ي َ  مٌ لْ عِّ 
Artinya: 

Ilmu yang dengannya ahli waris dapat mengetahui apa yang menjadi haknya 

dari harta warisan tersebut, apa-apa saja yang menjadi penghalang untuk 

mendapatkannya,serta bagaimana pembagian harta warisan tersebut diantara 

mereka.
25

 

Adapun menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam warisan adalah harta 

peninggalan/harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang 

menjadi miliknya maupun hak-haknya.
26

 

2. Sumber Hukum Warisan 

Apabila kita berbicara tentang hukum Islam, maka kita harus mengetahui 

darimana sumber hukum tersebut. Tentunya sumber utama hukum Islam tidak lain 

dan tidak bukan berasal dari nash-nash al-Qur’an, hadits-hadits Nabi SAW dan ijma’ 

ulama. Berikut beberapa nash, hadits dan ijama’ ulama yang menjadi sumber hukum 

kewarisan Islam: 

 

                                                           
24

 Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Cet. 1; Lebanon; Dar El-

Marefah, 1418 H/1997 H), j. 3, h. 5. 
25

Ahmad Mukhtar ‘Abdul Hamid ‘Umar, Mu’jam Al-Lughatul ‘Arabiyyatul Mu’ashirah, (Cet. 

I, ‘Alimul Kutub, 1429 H/2008 M), juz. 3 h. 2422. 
26

 Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, h. 44. 
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a. Nas al-Qur’an 

 Mengenai pembagian harta warisan  di dalam al-Qur’an ada empat ayat yang 

menjelaskan secara detail mengenai pembagian harta warisan. Ayat-ayat tersebut 

ialah QS. An-Nisa’ ayat 11, 12, yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian Allah  

juga menjelaskan dalam firmanNya: 

1) QS.  An-Nisa ayat 176 : 

مَا  يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِّ اللََُّّ يُ فْتِّيكُمْ فِِّ الْكَلَلَةِّ إِّنِّ امْرُؤٌ هَْلِلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِّصْفُ 
َّا تَ رَكَ وَإِّنْ  كَانوُا إِّخْوَةً  تَ رَكَ وَهُْلِوَ يرَِّثُ هَا إِّنْ لََْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ فإَِّنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَ يِّْْ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِّ مِِّ

ُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ  لُّوا وَاللََّّ ُ لَكُمْ أَنْ تَضِّ ُ اللََّّ ثْلُ حَظِّّ الْْنُْ ثَ يَ يِّْْ يُ بَ يِّّْ  عَلِّيمٌ   رِّجَالًَ وَنِّسَاءً فلَِّلذَّكَرِّ مِّ
 

Terjemahanya: 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu,) jika seseorang meninggal 

dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara 

perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara 

perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-

laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua 

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar 

kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
27

 

                                                           
27

Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 106. 
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 Ayat ini menjelaskan bahwa masalah bagian untuk anak perempua 

mendapat seperdua dengan fardh dan saudari perempuan mendapat seperdua 

sisa secara ta’shib dengan dalil ayat yang lain. Ayat yang menashkan bahwa 

saudari perempuan diberikan bagian secara fardh sedangkan utnuk bagian 

setengah sisa secara ta’shib.
28

 

 sudara laki-laki mendapat waris seluruh hartanya, jika kalalah mati, 

yaitu tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Karena jika ia memiliki 

ayah, niscaya saudara laki-lakinya tidak mendapatkan apa pun.
29

  

Apabila orang yang mati kalalah memiliki dua orang saudari perempuan 

maka bagian untuk keduanya adalah dua pertiga.
30 

Ini adalah hukum ashabah (sisa) dari pembagian secara variabel dari anak 

laki-laki, cucu laki-laki, dari anak laki-laki dan saudara laki-laki jika berkumpul 

antara laki-laki dan perempuan maka laki-laki mendapatkan dua bagian dari 

perempuan.
31

 

2) Surah Al-Anfal ayat 75 Allah juga menjelasakan tentang dzawil Arham. Allah 

berfirman: 

نْكُمْ وَأوُلُو الَْْرْحَامِّ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ  نْ بَ عْدُ وَهَْلِاجَرُوا وَجَاهَْلِدُوا مَعَكُمْ فَأُولئَِّكَ مِّ ينَ آمَنُوا مِّ  وَالَّذِّ
 بِّبَ عْضٍ فِِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ  

                                                           
28

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, j. 2 h. 475. 
29

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, j. 2 h. 476. 
30

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, j. 2 h. 476. 
31

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, j. 2 h. 476. 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, 

maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai 

hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain 

menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.
32

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dzawil arham yang dikemukakan oleh Para 

ulama ahli ilmu faraidh bersifat khusus. Meraka adalah kerabat yang tidak 

mempunyai hak waris dan juga ashabah tetapi dekat dengan si pewaris, misalnya bibi 

dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah anak laki-laki dari anak perempuan 

(cucu), anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal 

itu. 
33

 

b. Dari hadist-hadist Rasulullah SAW  

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW 

bersabda: 

ِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَلحِّقُوا الفَراَئِّضَ عَنِّ ابْنِّ   هُمَا، عَنِّ النَّبِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ عَبَّاسٍ رَضِّ
َوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ  يَ فَ هُوَ لِّْ هَْْلِلِّهَا، فَمَا بقَِّ .) رواه البخاري(بِّ   

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Nabi SAW bersabda: Berikanlah  faraid  

(bagian-bagian)  yang  ditentukan   itu  kepada yang berhak dan selebihnya 

berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
34

 

 Hadist tersebut menjelaskan untuk memberikan warisan kepada yang berhak 

mendapatkannya sesuai dengan kadarnya yang mana telah di tetapkan dalam al-

                                                           
32

 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 186. 
33

 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir, j. 4 h. 87. 
34

 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, juz. 8 h. 150. 
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qur’an. Adapun yang tersisa dari harta tersebut maka diberikan kepada kerabat 

terdekat yang ditinggalkan mayyit.
35

 

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari  ‘Imran bin Husain, 

Rasulullah SAW bersabda: 

َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إِّنَّ ابْنَ ابْنِِّ مَا ، أَنَّ رَجُلً أتََى النَّبِّ تَ، عَنْ عِّمْراَنَ بْنِّ حُصَيًْْ
دُسُ  يراَثِّهِّ؟  فقال : لَكَ السُّ نْ مِّ . )رواه أبو داود(فَمَا لِِّ مِّ  

Artinya: 

Dari ‘Imran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil 

berkata: “Bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya 

dapat dari harta warisannya.“ Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam.
36

 

 Hadis  di atas menjelaskan bahwa pemilik dari seperenam warisan adalah 

untuk kakek/bapak dari ayah. Sedangkan kakek dari ibu baginya tidak ada bagian 

warisan. Pembagiannya sama dengan pembagian ayah dan apabilah ayah ada 

maka bagi kakek tidak mendapatkan harta warisan. 

3) Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Zaid, Rasulullah 
SAW bersabda: 

سْ 
ُ

َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: لََ يرَِّثُ الم هُمَا: أَنَّ النَّبِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ لِّمُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِّ زَيْدٍ رَضِّ

سْلِّمَ 
ُ

رواه البخاري(. )الكَافِّرَ وَلََ الكَافِّرُ الم  

                                                           
35

 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, juz. 8 h. 150 
36

 Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad, Sunan Abi Daud, 

(Bairut; Al-Maktabah  Al-‘Ishriyyah),  juz. 3, h. 122. 
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Artinya: 
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi SAW bersabda: 

“Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi 

seorang muslim.”
37

 

 Ulama berbeda pendapat mengenai hadist di atas. Sebagian ulama 

mengatakan sesungguhnya orang kafir tidak dapat mewarisi kepada orang 

muslim, dan orang muslim dapat mewarisi kepada orang kafir.  

 Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya orang muslim tidak dapat 

mewarisi kepada orang kafir begitupun sebaliknya. Sedangkan  jumhur ulama 

melarang untuk saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir.
38

 

c. Ijma’ Ulama 

Para sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in telah berijma’ atau bersepakat tentang 

legalitas ilmu farāiḍ dan tidak ada seorangpun yang menyalahi ijma’ tersebut.
39

 

Sebagian besar permasalahan warisan ini masih berdasarkan konsensus di antara para 

ulama dari para sahabat, tabiin dan orang-orang berilmu setelah mereka. Karena 

pendekatan ijtihad di dalamnya masih lemah hanya Allah SWT yang bertugas 

membagi kewajiban umatnya sendiri dalam kitabnya yang mulia dan dalam hadis 

RasulNya yang dapat dipercaya.
40
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 Muhammad  bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, juz. 8, h. 156. 
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 Abdullah bin Hamad al-Ibad al-Badar, Syarhu Sunan Abi Dawud, Maktabah Syamila, h. 3. 
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B. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan  Mayit  

 Menurut Kamal bin Sayyid Salim sebelum membagikan harta warisan kepada 

ahli waris,  ada lima hak yang berhubungan dengan harta warisan mayyit, yaitu:  

1. Hutang yang berhubungan dengan mayyit 

Apabila mayit memiliki barang yang digadaikan maka ini harus 

diselesaikan terlebih dahulu menggunakan harta mayit. 

2. Perawatan jenazah 

Perwatan jezanah meliputi semua hal yang dibutuhkan oleh mayyit. 

Mulai dari perawatan jenazah hingga penguburannya semuanya itu harus 

diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, jika mayyit meninggal di rumah sakit 

maka terlebih dahulu dilunasi biaya administrasinya, juga meliputi biaya 

pembelian kain kafan, upah penggalian kubur, upah memandikan mayyit dan 

peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh mayit sebelum dikuburkan.
41

 

3. Hutang mayit 

Apabila mayit memiliki hutang baik hutang kepada Allah seperti 

zakat, haji, kaffarah dan lainnya. Atau yang berhubungan  dengan sesama 

manusia seperti ada hutang yang belum dibayar, atau gaji karyawan yang 
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 Alaud Din Jabir Khalifah, Al-Faraid Al-Muyassar, (Cet. II, Mesir, 1441 H/2019 M), h. 9. 
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belum di berikan. Maka harus diutamakan dulu pelunasan hutang-hutang 

tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris.
42

 

4. Menunaikan wasiat 

syarat agar wasiat bisa dilaksanakan yaitu wasiatnya bukan untuk  ahli 

waris, wasiatnya bukan untuk kemakasiatan. Maka ini harus diutamakan 

sebelum harta tersebut dibagikan. Adapun banyaknya wasiat yang boleh 

dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan yaitu tidak lebih dari sepertiga.
43

 

5. Pembagian warisan 

Hanya bisa dibagikan kepada siapa yang berhak mendapatkan warisan 

dari harta yang ditinggalkan oleh mayyit.
44

 Adapun rukun, syarat, sebab dan 

pengahalang untuk mendaptkan warisan maka akan dijelaskan secara singkat. 

C. Rukun, Syarat, Sebab  dan Penghalang dalam  Hukum  Kewarisan 

1. Rukun Kewarisan 

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian 

harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada 

rukunrukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:  
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 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqhi As-Sunnah, (Cet; XV, Mesir; Dar At-

Taufiqiyyah  Lit-Thiba’ah,  2016 M), juz.3, h. 425. 
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a. Al-Muwarris (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara 

hakiki (sebenarnya) maupun ḥukmī (suatu kematian yang dinyatakan 

oleh keputusan hakim) seperti mafqūd (orang yang hilang).  

b. Al-Waris (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris 

meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan 

meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang 

hilang.  

c. Al-Maurus (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. 

Termasuk juga harta-harta atau hakhak yang mungkin dapat 

diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum 

dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.  

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris 

mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak 

memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka 

waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris. 
45

 

2. Syarat Waris 

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan 

ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, 

yaitu: 
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a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki , hukmi , dan taqdiri. 

Meninggal hakiki adalah kematian yang benar-benar terjadi, dapat 

dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendenganran 

(berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau 

dengan bukti-bukti lainnya. Sedangkan  meninggal hukmi adalah 

kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam 

jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas 

waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan 

dugaan yang disejajarkan dengan kayakinan yang kuat (kepastian). 

Adapun meninggal taqdiri adalah kematian yang disebabkan/diikutkan 

kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian 

lahirlah janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak 

mendapatkan diat sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya 

disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak mewarisi dan 

mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal karena disiksa 

terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah, janin 

tersebut dapat mewaris dan dapat mewariskan (sebagai pewaris), 

karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal, dan ia 

meninggal sebab kematian ibunya.
46
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b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara 

hakiki atau hukmi. 
47

 

c. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan 

antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk 

pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan 

pernikahan, hubungan darah, atau wala‟ (pemerdekaan budak). Ahli 

waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, 

bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub 

(terhalang) untuk mendapatkan warisan.
48

 

3. Sebab Mendapatkan Warisan 

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak 

mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi 

menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi 

yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

a. Pernikahan 

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab 

untuk saling mewarisi antara suami dan isteri, ketika seorang laki-laki 

telah melakukan akad pernikahan terhadap wanita dengan akad yang sah 

sesuai dengan syari’at serta terpenuhi syarat-syarat pernikahan dan rukun-
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rukunnya maka itu bisa menjadi sebab untuk saling mewaris antara 

keduanya. Jadi, apabila salah satu diantara suami isteri tersebut meninggal 

dunia meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan 

berkhalwat (tinggal berdua). Maka, mereka bisa saling mewarisi. 
49

 Allah 

SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 12: 

  ... إلخ نِّصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ 
Terjemahanya: 

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu,....
50

 sampai akhir ayat. 

Dari potongan ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk semua orang 

yang ditinggalkan isterinya dan tidak memiliki anak maka baginya 

seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isteri.
51

  

b. Nasab (keturunan) 

Hubungan qarabah atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu 

setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), 

baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak 

keturunan pewaris (furu’ al-waris), kedua orang tua pewaris (ushul al-

wariṡ), saudara-saudara pewaris (Hawasyi) baik laki-laki, perempuan yang 

sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (‘Umumah) baik paman 
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kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta 

memerdekakan budak (wala’) laki-laki atau perempuan. atau dengan 

sebab rahim (dzawil arḥam).
52

 

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 33: 

رَبوُنَ  َّا تَ رَكَ الْوَالِّدَانِّ وَالْْقَ ْ َ مِِّ َ  وَلِّكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِِّ يبَ هُمْ إِّنَّ اللََّّ ينَ عَقَدَتْ أيَْْاَنُكُمْ فَآتُوهُْلِمْ نَصِّ وَالَّذِّ
يدًاكَانَ عَلَى كُ  لِّّ شَيْءٍ شَهِّ  

Terjemahanya: 

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para 

ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan 

karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia 

dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya 

Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
53

 

 

Hubungan kewarisan berdasarkan nasab atau kekerabatan akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Al-Ushul, yang masuk kedalam ahli waris dari golongan al-ushul yaitu 

ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya sampai ke atas. 

b. Al-Furu’, mereka adalah keturunan mayyit, yaitu anak baik anak laki-laki 

maupun perempuan, cucu dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah.  
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 Muhibbussabry,  Fikih Mawaris, h. 15. 
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c. Al-Hawasyi, mereka adalah para saudara mayyit dan anak-anak mereka, 

para sudari smayyit,  dan para paman atau bibi si mayyit beserta anak-

anak mereka sampai seterusnya ke bawah.
54

 

3. Memerdekakan Budak 

Budak yang dibebaskan oleh tuannya. Berhak mendapatkan warisan 

ketika tidak ada ahli waris selaian budak yang telah dobebaskan atau 

dimerdekakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

ِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ:  اَ الوَلََءُ لِّمَنْ أعَْتَقَ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، عَنِّ النَّبِّ  . )رواه البخاري(إِّنََّّ
Artinya: 

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW  bersabda : sesungguhnya wala’ itu untuk 

orang  yang memerdekakannya.
55

 

 

 

4. Sebab Terhalang Mendapatkan Warisan 

Ada tiga kondisi dimana seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan dari 

pewaris, ketiga kondisi tersebut yaitu: 

a. Perbedaan Agama 

Perbedaan agama menjadi salah satu faktor dimana kerabat yang 

berbeda agama (kafir) terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari 

kerabat/keluarganya yang beragama Islam, begitupun sebaliknya kerabat yang 
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beragama Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang 

berbeda agama (kafir). Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW ; 

سْ 
ُ

َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: لََ يرَِّثُ الم هُمَا: أَنَّ النَّبِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ لِّمُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِّ زَيْدٍ رَضِّ
سْلِّمَ 

ُ
 رواه البخاري( .)الكَافِّرَ وَلََ الكَافِّرُ الم

Artinya: 

Dari Usamah bin Zaid radiyallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir,dan orang kafir tidak 

mewaris orang muslim.
56

 

b. Membunuh  

Seseorang yang membunuh pewaris dengan sengaja agar bisa 

mendapatkan harta warisannya secara cepat. Maka, pembunuh tersebut 

terhalang mendapatkan warisan dari si pewaris. Ini merupakan suatu bentuk 

hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh si pembunuh. Hal 

tersebut juga beradasarkan pada sabda Rasulullah SAW: 

 . )رواه ابن ماجه(عَنْ أَبِِّ هُْلِرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: الْقَاتِّلُ لََ يرَِّثُ 
Artinya: 

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

pembunuh tidak terwarisi.
57
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c. Perbudakan 

Budak adalah seseorang yang dimiliki dan tidak memiliki wewenang 

terhadap dirinya sendiri. Dia boleh dijual, dimiliki, dihibahkan dan juga 

diwarisakan. Bahkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya ia 

terhalang untuk mendaptkannya. Karena merupakan hak dari tuannya. 

Rasulullah SAWbersabda: 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: سَِّ يَ اللََّّ عَنْ سَالَِِّّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ، عَنْ أبَِّيهِّ رَضِّ
تَاعُ  ...وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ُب ْ

.، وَمَنِّ ابْ تَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِّلَّذِّي بََعَهُ، إِّلََّ أَنْ يَشْتََِّطَ الم  
Artinya: 

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya radhiyallahu ‘anhu, berkata: 

akumendengar Rasulullah SAW bersabda;(... barangsiapa yang telah 

membeli seorang budak, dan budak itu memiliki harta, maka hartanya 

milik si penjual, kecuali bila sang pembeli membuat persyaratan.
58

  

D. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Warisan 

1) Ahli waris dari golongan laki-laki ada lima belas (15) orang, mereka adalah: 

ayah, kakek dari pihak ayah sampai seterusnya ke atas, suami, sudara dari ibu, 

anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah, saudara 

kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak sudara seayah,  paman 

kandung, paman dari ayah, anak paman kandung, anak paman dari ayah, dan 

budak yang dimerdekakan. 
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2) Ahli waris dari golongan perempuan sepuluh (10) orang, mereka adalah: anak 

perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu 

sampai ke atas, nenek dari pihak ayah, saudari kandung, saudari seayah, 

saudari seibu, isteri, dan budak perempuan yg dimerdekakan.
59

 

E. Bagian-bagian  Para  Ahli Waris  dan  Persyaratannya 

a. Bagian anak laki-laki 

1) Mendapatkan ‘ashobah (semua harta warisan), jika sendirian, dan tidak 

ada ahli waris lain. 

2) Mendapat ‘ashobah dan dibagi sama, bila jumlahnya dua dan seterusnya, 

serta tidak ada ahli waris lain. 

3) Bila anak-anak dari mayit masih terdiri dari laki-laki dan perempuan maka 

anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan hanya satu 

bagian. Misalnya mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan 

maka harta waris harus dibagi menjadi 3. Anak perempuan mendapatkan 1 

bagian dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian.
60

 

b. Bagian ayah 

1) Mendapatkan 1/6, jika  mayit mempunya anak laki atau cucu laki-laki. 

Misalnya  mayit meninggalkan anak laki-laki dan bapak, maka harta 
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warisan tersebut dibagi menjadi 6, Ayah mendapat 1/6 dari 6 yaitu 1, 

sisanya untuk anaknya. 

2) Mendapatkan ashabah, jika tidak ada anak laki-laki ataupun cucu laki-

laki. Misalnya mayyit meninggalkan ayah dan suami, maka suami 

mendapatkan harta warisan 1/2 dari peninggalan isterinya, bapak ashabah 

(sisa). 

3) Mendapatkan 1/6 plus ashabah, jika hanya anak perempuan saja atau cucu 

perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayyit meninggalkan ayah dan 

satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapatkan 1/2 dari 

harta warisan, sedangkan ayah mendapatkan 1/6 plus ashobah.
61

 

c. Bagian Kakek. 

 Bagiannya sama dengan bagian ayah mayit. Dengan syarat ayah mayit tidak 

ada atau sudah meninggal. Dan apabila ayah mayit masih ada maka kakek tidak 

mendapatkan bagian.
62

 

d. Bagian Suami 

1) Mendapatkan 1/2, jika isteri tidak meninggalkan anak maupun cucu dari 

anak laki-laki. 
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2) Mendapat 1/4, jika isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri 

mati meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan suami. Maka 

suami mendapatkan 1/4 dari harta warisan, sisanya untuk 2 orang anak, 

yaitu bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan.
63

 

e. Bagian Anak Perempuan 

1) Mendapatkan 1/2, jika dia hanya sendiri dan tidak terdapat anak laki-laki. 

2) Mendapatkan 2/3, jika jumlahnya dua atau lebih dan tidak terdapat anak 

laki-laki. 

3) Mendapatkan sisa, jika bersama dengan anak laki-laki. Anak perempuan 1 

bagian dan anak laki-laki 2 bagian.
64

 

g. Bagian Isteri 

1) Mendapatkan 1/4, jika mayit tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-

laki. 

2) Mendapatkan 1/8, jika  mayit memiliki anak atau cucu dari anak laki-

laki.
65

 

h. Bagian Ibu 

1) Mendapatkan 1/6, jika mayit memiliki anak dan cucu. 
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2) Mendapat 1/6, jika  mayit mempunyai saudara atau saudari. 

3) Mendapatkan 1/3, jika ahli waris hanya dia dan bapak (masalah 

umarain).
66

 

i. Bagian Nenek 

Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek. 

1) Tidak mendapatkan warisan sama sekali, bila  mayit meninggalkan ibu, 

sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan apabila mayit masih 

memiliki ayah. 

2) Mendapatkan 1/6, jika seorang diri atau lebih, dan tidak ada ibu. 
67

 

j. Bagian Saudari Sekandung 

1) Mendapatkan 1/2, apabila sendirian, dan tidak ada saudara atau saudari 

sekandung lainnya, bapak, kakek dan anak. 

2) Mendapatkan 2/3, apabila saudari kandung  jumlahnya dua atau lebih, dan 

tidak ada saudara sekandung, anak, bapak ataupun kakek. 

3) Mendapatkan bagian ashobah, jika bersama saudaranya, apabila mayit 

tidak memiliki anak laki-laki, atau bapak. Sudara  laki-laki mendapatkan 

dua bagian, sedangkan saudara perempuan satu bagian.
68
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k. Bagian Saudari Sebapak 

1) Mendapatkan 1/2, apabilah hanya sendiri, dan mayit tidak memiliki bapak, 

kakek, anak ataupun tidak ada saudara seayah, saudara ataupun saudari 

sekandung. 

2) Mendapatkan 2/3, apabila saudari seibu  jumlahnya dua atau lebih, apabila 

mayit tidak memiliki bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, 

saudara ataupun saudara sekandung. 

3) Mendapatkan 1/6 baik sendirian atau banyak, apabila ada satu saudari 

sekandung, dan mayit tidak memiliki anak, cucu, bapak, kakek, serta tidak 

adanya saudara sekandung dan sebapak. 

4) Mendapatkan ashobah, jika mayit memiliki saudara sebapak. maka 

Saudara sebapak mendapatkan dua bagian, dan saudari seibu mendapatkan  

satu bagian.
69

 

l. Bagian Saudara/saudari Seibu 

1) Mendapatkan 1/6, jika dia hanya sendiri, dan apabila  mayit tidak memiliki anak, 

cucu, bapak ataupun kakek.
70

 

2) Mendapat 1/3, jika mayit memiliki saudara seibu lebih dari satu keatas, baik laki-

laki atau perempuan sama saja, apabila mayit tidak memiliki anak, cucu, bapak 

ataupun kakek. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Kedudukan Hukum Warisan Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut 

Kompilasi Hukum Islam 

1. Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi 

Hukum Islam 

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya.
71

  

Anak zina (anak di luar nikah) tidak dapat dinasabkan (disandarkan) 

kepada ayah biologisnya. Nabi SAW mengatakan tentang anak zina, dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 

هِّ مَنْ كَانوُا  َهْْلِلِّ أمُِّّ دٍ بِِِّّسْنَادِّهِّ وَمَعْنَاهُ، زاَدَ، وَهُْلِوَ وَلَدُ زِّنََ لِّْ دِّ بْنِّ راَشِّ حُرَّةً أَوْ أمََةَ.عَنْ مُحَمَّ  

  )رواه أبو داود( 
Artinya: 

Dari Muhammad bin Rasyid dari sanad dan maknanya, anak zina  untuk 

keluarga  ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak.
72
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Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir di luar nikah dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Yang perlu dipahami terelebih dahulu yaitu Anak 

yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 adalah: 

a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan 

oleh isteri tersebut.
73

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian jelaslah bahwa 

yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam 

adalah anak yang diberikan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah 

menurut ajaran agama akad nikah yang sah antara ayah dan ibu lahir yang 

menentukan apakah anak tersebut termasuk anak zina ataukah anak sah 

mereka. 
74

 

Anak yang lahir di luar nikah atau sering kita sebut dengan anak zina 

adalah anak yang lahir dari seorang wanita dari hubungan yang tidak sah.
75

 

Dengan demikian anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang 

perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-

laki,yang keduannya tidak ada pernikahan yang sah. Perbuatan Zina 

merupakan dosa besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu 
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keamanan serta mengancam susunan kekeluargaan serta kebersihannya. 

Islam menjaga  kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak 

boleh dicampur dengan yang kotor.
76

 Sehubungan dengan hal ini huruf b 

pasal 99 dari Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan upaya KHI dalam 

mengantisipasi pengaruh  dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sedang berkembang saat ini. di mana karena sesuatu atau lain hal 

isteri tidak bisa mengandung benih dari suaminya dengan cara biasa, 

maksudnya melalui hubungan seksual antara keduanya kecuali apabila 

dalam prosesnya dibantu dengan teknologi kedokteran. 
77

 Kedudukan 

hukum anak yang lahir di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

selain diatur dalam KHI pasal 100 yang sebelumnya sudah disebutkan,  

juga diatur dalam pasal 102, dan 186. 

a. Pasal 102 

1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agam dalam jangka waktu 

180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah  putusnya perkawinan 

atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak 

dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya 

kepada Pengadilan Agama. 
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2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak 

dapat diterima.
78

 

b. Pasal 186 

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
79

    

Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang berasal dari 

persetubuhan di luar kawin yang berasal dari pria yang bukan suami 

sahnya menurut Islam dan undang-undang tidak terhitung untuk 

mendapatkan warisan dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan bapaknya, juga tidak berhak atas 

nafkah, dan pemeliharaan dari bapaknya.
80

 Status anak zina dalan Islam 

tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 

tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan: (Fatwa MUI, 2012) 

a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan 

nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.  

b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
81
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Perempuan yang hamil di luar nikah lalu melahirkan anak, atau anak yang  

dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

tanpa didahului oleh akad nikah yang sah, anak yang lahir itu disebut anak “zina”. 

Anak zina yang dimaksudkan adalah akibat hubungan zina maka yang menjadi 

malu kelak adalah anak yang sebenarnya belum ada dosanya.
82

 

Apabila hendak menikah dengan ibu dari anak tersebut, menurut fikih 

hendaklah melangsungkan pernikahan keluarganya maka mereka melangsungkan 

akad nikah setelah anak tersebut lahir dan habis masa nifasnya. Karena itu, cara 

penyelesaian kasus kewarisannya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan 

keluarga dengan ibu yang melahirkannya, dan anak itu dianggap tidak 

mempunyai ayah. Demikian juga anak li’an, yakni anak yang lahir dari seorang 

ibu/isteri tetapi sang suami tidak mengakuinya karena dituduh melakukan 

hubungan badan dengan laki-laki lain atau sang isteri melakukan perbuatan zina. 

Jika terbukti secara hukum dan meyakinkan, anak tersebut hanya mempunyai 

hubungan saling mewarisi dengan pihak ibunya saja.
83

 

Dalam Hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia, mengatur bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 

bulan) masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya 

saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 180 
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hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak tersebut saling 

mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya tidak perlu mengulangi 

akad perkawinan. 
84

 

2. Kedudukan Warisan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

Seperti juga yang dikemukakan sebelumnya bahwasanya anak yang lahir di 

luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, 

dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarganya sama halnya 

dengan masalah perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah dimana anak tersebut 

tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya. Sebagaimana 

yang ditegaskan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: Anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan 

keluarganya dari pihak ibunya.
85

 Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh At-Tarmidzi:  

اَ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: أيُّْ رَجُلٍ  عَنْ عَمْرِّو بْنِّ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَِّيهِّ، عَنْ جَدِّهِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللََّّ
ُرَّةٍ أَوْ أمََةٍ فاَلوَلَدُ وَلَدُ زِّنََ لََ يرَِّثُ وَلََ يوُرَثُ. )رواه التَمذي( عَاهَْلِرَ بِِّ   

Artinya: 

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah 

SAW bersabda: siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun 

budak wanita, maka anaknya adalah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi dan tidak 

juga diwarisi.
86

 

                                                           
84

 Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan), h. 81 
85

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 54. 
86

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dhahak At-Tarmidzi,  Al-Jami’ Al-Kabir 

(Sunan At-Atarmidzi), juz. 3, h. 499. 



44 
 

 
 

Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah Ayah zinanya, maka anak 

zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. kemudian 

apabila yang meninggal adalah ayah zinanya maka anak zina laki-laki dan 

perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi akan tetapi bila yang meninggal 

adalah ibunya Maka ia berhak menjadi ahli waris hal ini sesuai dengan hadis 

riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak 

kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya dan juga pada hadis lain Berbunyi 

dari Ibnu Umar bahwasanya seseorang laki-laki menuduh isterinya berzina dan ia 

tidak mengakui anaknya maka Rasulullah SAW memutuskan perkawinan 

keduanya dan anaknya dinasabkan pada ibunya. 
87

  

Untuk lebih memahami bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah 

dan bagaimana warisannya. Simaklah pernyataan dari Imam empat mazhab 

berikut: 

1. Pandangan Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta’ala berpendapat bahwasanya 

anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina hanya mendapatkan warisan 

dari ibunya saja. Karena hubungan nasab dari ayahnya telah terputus sehingga 

tidak mewarisi darinya.
88

 Dan apabila anak baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan tersebut meninggal maka harta warisannya hanya untuk ibunya 
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dan anak yang lain.
89

 Dalilnya ada dalam hadist Rasulullah SAW, beliau 

bersabda: 

لْمَرأةَِّ   وَأَلحَْقَ الْوَلَدَ بَِّ
Artinya: 

“anak yang tidak li’an/anak zina itu disandarkan kepada ibunya.”
90

 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu tidak terpisahkan dari 

anaknya, Karena dialah yang melahirkannya, dan maksudnya adalah ketika 

dia diasingkan dari ayahnya karena kutukannya, dia hanya terikat pada 

ibunya, seolah-olah dia tidak mempunyai ayah, sehingga dia tidak mewarisi 

dari ayahnya, juga ayahnya tidak mewarisi dari dia, dan tidak seorang pun 

dapat menyandarkan garis keturunannya kepada ayahnya, melainkan dia 

dikaitkan dengan garis keturunan ibunya.
91

  

Maka cara lain menurut imam Abu Hanifah agar anak yang lahir di 

luar nikah tersebut tetap mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang telah 

meninggal adalah dengan cara wasiat. Karena hak waris baginya telah jatuh.
92

 

2. Pendapat Imam Malik 

Imam Malik berpendapat bahwa, anak zina  tidak mendapatkan warisan 

dari ayahnya karena garis keturunan mereka dari pihak ayah terputus. Oleh 
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karenanya, anak zina tidak akan diwariskan kecuali melalui ibunya saja sesuai 

dengan prinsip aslinya. Sebab bagi anak hasil zina tidak ada warisan dari 

bapaknya, meskipun diketahui bahwa dia adalah bapaknya. Sebagaimana 

dibuktikan dengan sabda Nabi SAW: 

. )رواه البخاري(الولد للفراش وللعاهْلِر الحجر  
Artinya: 

 "Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam). 
93

 

Demikianlah pernyataan Imam Malik dalam riwayat ini, bahwa anak hasil 

zina mewarisi dan tidak diwarisi dari pihak ayah serta dia dianggap tidak 

mempunyai bapak. 
94

 

Imam Malik juga berpendapat bahwa, anak zina haram bagi ibunya dan halal 

bagi ayahnya. Artinya, anak zina itu boleh dinikahi oleh ayahnya karena dia tidak 

dapat mewarisi hartanya, maka tidak diharamkan baginya seperti orang asing.
95

 

3. Pendapat Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya anak hasil zina tidak mewarisi 

dari pezina (ayahnya) dan begitu pula sebaliknya. Maka tidak ada hubungan 
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nasab baginya, dan dia hanya mewarisi dari ibunya saja begitupula 

sebaliknya. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu.
96

 

Kemudian apabila hubungan nasabnya ditentang yaitu dengan 

kelahirannya dari kasur yang sama, dan itu sama sekali tidak terputus kecuali 

dengan li’an (melaknat/tidak mengakui). Dan apabila suami tidak 

mengakuinya maka terputuslah hubungan nasabnya dan juga terputus juga 

untuk saling mewarisi antara mereka. Hubungan nasab dan saling mewarisi 

antara ayah dan anak zina akan terputus kepada ayah dan keluarganya. Dan 

anak zina tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya beserta 

keluarganya.
97

  Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, beliau bersabda: 

. )رواه البخاري(الولد للفراش وللعاهْلِر الحجر  
Artinya: 

 "Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam). 
98

 

Imam Syafi’i berkomentar mengenai hadist tersebut bahwasanya anak 

zina tidak boleh disandarkan kepada pezina (ayahnya).
99

   Imam Syafi’I juga 
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mengatakan bahwasanya anak zina halal bagi pezina (ayahnya) untuk ia 

nikahi.
100

 

4. Pendapat Imam  Ahmad Bin Hambal 

Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata: bisa disambung nasabnya dengan 

pezina jika ia telah dihukum dan mewarisinya. Ibrahim berkata: ia 

bersambung nasab dengannya jika telah dicambuk atau perempuannya 

dimiliki. Ishak berkata: ia dapat bersambung nasabnya. Dan disebutkan dari 

Urwah dan Sulaiman bin Yasar pendapat yang sama, dan Ali bin Ashim 

meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: menurutku tidak apa-apa 

jika seorang lakilaki berzina dengan perempuan lalu hamil dan menikahinya 

dan menutupi aibnya maka anak yang lahir menjadi anaknya, dan mereka 

sepakat bahwa jika anak lahir diatas satu kastr laki-laki lalu ada orang lain 

mengakuinya maka ia tidak dapat disambung nasabnya, akan tetapi terjadi 

perselisihan pendapat jika lahir pada kasur yang lain.
101

  

Jumhur ulama mengatakaan persmaan hukum antara anak zina dan anak 

li’an.
102

 Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetubuhan 

dengan perzinaan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu 
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bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak 

dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki 

tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak 

wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling 

mewarisi antara keduanya. 
103

 Laki-laki tersebut boleh menikahi anak 

perempuan hasil zinanya, saudara perempuan, cucu perempuan dari anaknya 

yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita tersebut secara syar’i 

adalah orang yang bukan mahram.
104

 

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak 

perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, 

sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak 

diakuinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar’i, jadi yang dinafikan 

hanya hukum syar’i saja, seperti waris dan nafkah. 
105

 Imam Hanafi 

mengkiyaskan persetubuhan dengan perzinaan kepada persetubuhan dengan 

perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab 

itu hukumnya sama.
106

  

Dengan demikian,  status anak yang lahir diluar nikah dalam pandangan 

Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab 
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kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah 

terputus. 

Kalangan ulama mengatakan, anak perempuan yang lahir dari hasil 

perzinaan berstatus orang asing bagi pelaku zina, tidak dapat mewarisinya 

jika ia mati, tidak dihubungkan nasabnya kepadanya, dan tidak ada 

keharusan baginya untuk menafkahinya, tidak boleh baginya untuk 

berduaan dengannya,  tidak berhak menjadi walinya,  tidak pula sah 

baginya untuk mewarisinya jika anak itu mati dan meninggalkan harta. 

Anak perempuan  dalam golongan perempuan yang menjadi mahramnya dan 

dalam warisan adalah orang lain baginya, sedangkan dalam hukum perkawinan dan 

hubungan perkawinan tidak jauh berbeda dengan itu. tidak boleh baginya untuk 

menikahinya dan tidak pula berbesan dengan berbesanan dengannya, tidak pula 

menikahi asal maupun cabangnya. Tidak boleh bagi anak itu untuk menikah 

dengannya tidak dengan asal dan cabangnya. Itulah pendapat yang rajih.107  

B. Pembagian Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi 

Hukum Islam 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang lahir dari perzinaan pembagian 

warisannya bagi anak tersebut tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh ayahnya. 

Namun, dia hanya dapat diwarisi atau mewarisi dari ibunya, kakek dan nenek dari 

ibunya, paman dari ibunya, serta saudara-saudara seibunya. Berikut ini ketentuan 
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anak yang lahir di luar nikah apabila anak tersebut menjadi ahli waris ibunya 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam: 

1. Apabila anak perempuan. Berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, 

anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat ½ bagian, bila dua orang 

atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak 

perempuan bersama-sama bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian 

anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
108

 Agar 

lebih paham perhatikanlah contoh berikut. 

 

a) Jika seorang ayah meninggalkan isteri, bapak, dan 1 anak perempuan di luar 

nikah. 

Ahli Waris bagian 24 

isteri 1/8 3 

bapak 1/6 4 

Anak perempuan 

luar nikah 

Terhalang karena 

anak luar nikah 
- 

 

1) Bagian isteri dijelaskan dalam pasal 180 KHI: Isteri/janda mendapat 1/4 

bagian, dan bila meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian.
109
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2) Bagian bapak dijelaskan dalam pasal 177 KHI: Bapak mendapat 1/3 bagian 

bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6 

bagian.
110

 

3) Terhalang karena anak di luar nikah. 

b) Jika seorang isteri meninggalkan suami, bapak, 1 anak laki-laki dan 1 anak 

perempuan li’an. 

Ahli waris bagian 4 

suami 1/4 1 

1 anak laki-laki Dapat sisa dengan 

perbandiang 2:1 

2 

1 anak perempuan li’an  1 

 

1) Bagian suami dijelaskan dalam pasal 179 KHI: Suami/duda mendapat 1/2 

bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka suami/duda mendapatkan 1/4  bagian.
111

 

2) Bagian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dijelaskan dalam pasal 176 

KHI: Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perwmpuan.
112

 

c) Jika anak yang lahir diluar nikah meninggalkan ahli waris ibu, ayah,  saudara 

perempuan, kakek , nenek, dan paman. 
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Ahli waris bagian 6 

ibu 1/6 1 

ayah 

Tidak mendapatkan warisan 

karena warisan dari anak 

yang lahir diluar nikah 

- 

saudara perempuan 1/2 3 

kakek 

Tidak mendapatkan warisan 

karena warisan dari anak 

yang lahir diluar nikah 

- 

nenek Terhalang karena ada ibu - 

paman Sisa harta 2 

 

1) Bagian ibu dijelaskan dalam pasal 178 KHI ayat 1: Ibu mendapat 

1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak 

atau dua saudara atau lebih maka ia mendapatkan 1/3 bagian.
113

 

2) Bagian saudara perempuan dijelaskan dalam pasal 182 KHI: Bila 

seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan 

ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka 

ia mendapat 1/2  bagian. Bila saudara perempuan tersebut 

bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 

dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 

bagian. Bila saudar perempuan tersebut bersama-sama dengan 
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saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-

laki 2:1 dengan saudara perempuan.
114

 

2. Untuk bagian warisan apabila anak yang lahir diluar nikah adalah laki-laki 

memang tidak dijelaskan berapa besar bagiannya dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Akan  tetapi dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  

menjelaskan bahwa anak laki-laki termasuk kedalam ahli waris. Kelompok-

kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Menurut hubungan darah: 

1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, 

paman dan kakek. 

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dan nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
115

 

Karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan turunan dari Hukum 

Islam maka untuk bagian anak laki-laki yang lahir di luar nikah yaitu 

mendapatkan ‘ashobah (sisa) ketika ahli waris lain telah mendapatkan 

bagiannya.
116

 Untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut. 

a) Jika seorang isteri meninggalkan seoarang anak laki-laki di luar nikah, 

suami, ibu, dan saudara laki-laki maka :  
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Ahli waris bagian 12 

anak laki-laki luar nikah sisa 7 

suami 

1/4 

(KHI pasal 179)
117

 

3 

ibu 

1/6 

(KHI pasal 178 ayat 1)
118

 

2 

saudara laki-laki Terhalang oleh anak - 

 

b) Jika anak laki-laki yang lahir di luar nikah meninggalkan ahli waris ibu, 

ayah,  saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki. 

Ahli waris bagian 8 

ibu 

1/6 

(KHI pasal 178 ayat 1)
119

 

1 

ayah 

Tidak mendapatkan warisan 

karena warisan dari anak yang 

lahir di luar nikah 

- 

saudara perempuan 
1/2 

(KHI pasal 182)
120

 
4 

anak saudara laki-laki sisa 3 
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c) apabila suami meninggalkan ahli waris isteri, bapak, ibu, dan anak laki-

laki sah serta anak perempuan yang lahir di diluar nikah, maka: 

Ahli waris bagian 24 

isteri 
1/8 

(KHI pasal 180)
121

 
3 

bapak 
1/6 

(KHI pasal 177)
122

 
4 

ibu 
1/6 

(KHI pasal 178 ayat 1)
123

 
4 

anak laki-laki sah sisa 13 

anak laki-laki di luar nikah - - 

  
 Dengan ini dapat kita ketahui bahwasanya warisan anak yang lahir di luar 

nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam baik anak perempuan maupun anak laki-

laki sama bagiannya dengan anak sah. Perbedaannya anak sah mendapatkan warisan 

dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang lahir di luar nikah hanya mendapatkan 

warisan dari ibu dan kelaurga ibunya saja. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia, mengatur bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 

bulan) masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya 

saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 

180 hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak tersebut 

saling mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya tidak perlu 

mengulangi akad perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di 

atur dalam KHI pasal 53, 99, 100, 102, dan 186. 

a. Kedudukan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.(1) 

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, 

dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, (2) 

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan 

nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

b.  Kedudukan warisan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Masalah perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah dimana 

anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun 

keluarga ayahnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 186 
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Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya 

dari pihak ibunya. 

2. Berikut ini ketentuan bagian yang didapatkan Anak yang lahir di luar nikah 

manakala anak tersebut menjadi ahli waris ibunya berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam: 

a. Apabila anak perempuan. Berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum 

Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat ½ bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan 

apabila anak perempuan bersama-sama bersama-sama dengan anak 

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu 

dengan anak perempuan. 

b. Untuk bagian warisan apabila anak yang lahir diluar nikah adalah laki-

laki memang tidak dijelaskan berapa besar bagiannya dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Akan  tetapi dalam pasal 174 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam  menjelaskan bahwa anak laki-laki termasuk 

kedalam ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

1) Menurut hubungan darah: 

a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek. 
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b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dan nenek. 

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. 

Karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan turunan dari 

Hukum Islam maka untuk bagian anak laki-laki yang lahir di luar nikah yaitu 

mendapatkan ‘ashobah ketika ahli waris lain telah mendapatkan bagiannya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data pustaka, pada 

dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti 

ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Meminta kepada Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama 

berserta jajarannya agar lebih memperhatikan lagi pembagian harta warisan 

kepada ahli waris yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih lagi 

mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah ummat muslim dan sebagian dari 

mereka masih awam dalam masalah pembagian warisan. 

2) Hendaknya Pemerintah merevisi ulang Kompilasi Hukum Islam ini. Karena 

masih ada beberapa yang perlu diperincikan seperti berapa bagian warisan 

bagi anak jika anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar nikah dan apa 
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yang dilakukan oleh sang ayah jika tetap ingin memberikan sebagian 

hartanya kepada anak tersebut setelah ia meninggal. Karena dalam 

Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dan tidak ada solusi bagi seorang 

ayah jika ingin membagikan harta warisan kepada anaknya. Dan anak 

tersebut merupakan anak yang lahir di luar nikah. Karean kita ketahui 

bersama dari penjelasan di atas anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki 

hubungan nasab ataupun hubungan saling mewarisi dengan ayah dan 

keluarga ayahnya walaupun ayahnya tersebut merupakan ayah biologisnya.  
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